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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Hukum Kekayaan 

Intelektual (HKI) dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir 

sebagai sebuah referensi komprehensif yang diharapkan mampu 

memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek 

hukum kekayaan intelektual di Indonesia.  

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya 

pemahaman yang menyeluruh tentang kekayaan intelektual, yang 

meliputi hak cipta, paten, rahasia dagang, hak merek, indikasi 

geografis, desain industri, perlindungan varietas tanaman, serta 

perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya 

tradisional. Kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar penting 

dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan inovasi 

teknologi di era globalisasi saat ini.  

Buku ini terdiri dari 13 bab yang disusun secara sistematis untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami setiap topik yang dibahas. 

Adapun rincian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab 1 : Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual  

Bab 2 : Ruang Lingkup HKI Menurut TRIPs Agreement  

Bab 3 : Hak Cipta  

Bab 4 : Paten  

Bab 5 : Rahasia Dagang  

Bab 6 : Hak Merek   

Bab 7 : Indikasi Geografis  

Bab 8 : Desain Industri  

Bab 9 : Perlindungan Varietas Tanaman  

Bab 10 : Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 

Tradisional  

Bab 11 : Hak Cipta dalam Konteks Industri Kreatif Musik dan Lagu di 

Indonesia  

Bab 12 : Perlindungan HKI terkait Isu Teknologi Informasi  

Bab 13 : Prospek dan Permasalahan HKI sebagai Jaminan Utang  
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Penyusunan buku ini tentunya tidak lepas dari dukungan 

berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian 

buku ini, baik berupa saran, masukan, maupun dukungan moral. 

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat 

kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini 

bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan semua 

pihak yang tertarik untuk mendalami hukum kekayaan intelektual. 

 

Selamat membaca! 

 

 

 [Tim Penulis]  
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BAB 1  

PENGANTAR HUKUM HAK 

KEKAYAAN INTELEKTUAL 
 

 

 

 

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD. 

Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul dari 

hasil pemikiran yang menghasilkan produk bermanfaat bagi manusia. 

Ini dapat   dianggap sebagai hak individu karena menciptakan sesuatu 

yang bermanfaat bagi orang lain. Prinsipnya, setiap individu berhak 

mendapatkan imbalan atas kerja kerasnya. Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) atau dikenal sebagai Intellectual Property Rights (IPR) dalam 

bahasa Inggris, adalah hak yang timbul karena kemampuan 

intelektual manusia. IPR mengatur segala karya yang timbul dari 

kemampuan intelektual manusia. Selain istilah "intellectual property," 

juga dikenal dengan istilah "intangible property," "creative property," 

dan "incorporeal property (Donandi, 2019)." Selain itu, Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) juga melibatkan peraturan yang mengatur hak 

seseorang atau kelompok atas karya ciptaan mereka.  

HKI merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari 

kreativitas intelektual. Sebagian berpendapat bahwa hak-hak ini 

termasuk dalam kategori hak-hak atas barang-barang yang tidak 

berwujud atau intangible. Ketika ide-ide tersebut diwujudkan dalam 
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c. Prinsip Kebudayaan 

Prinsip ini mengakui kreasi, karya, dan cipta manusia yang diatur 

dalam sistem HKI sebagai suatu usaha yang penting dalam 

membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong lahirnya 

karya-karya baru yang berkontribusi pada perkembangan budaya. 

d. Prinsip Sosial 

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya mengatur 

kepentingan individu secara terpisah, tetapi juga mengatur 

kepentingan individu sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini 

menekankan pentingnya keberadaan individu dalam konteks 

sosial yang lebih luas. 

 

Penutup 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul bagi 

hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat 

bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual bisa juga diartikan sebagai 

hak bagi seseorang karena ia telah membuat suatu yang berguna bagi 

orang lain. Peraturan mengenai HKI telah ada sejak masa kolonial 

pada tahun 1840an, Sejak saat itu pemerintah terus merevisi UU HKI 

di Indonesia sesuai perkembangan zaman. Ada  beberapa  teori  

justifikasi  HKI  seperti Teori Reward,  Teori Risk, dan  Teori Incentive. 

Dari teori-teori tersebut di atas dapat dipahami bahwa dasar filosofis 

perlindungan HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang 

menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. 

Karya intelektual selalu membawa 2 (dua) hak yaitu hak moral 

dan hak ekonomi. Ada beberapa alasan mengapa penghargaan 

terhadap kekayaan intelektual mutlak diperlukan. Pertama karya 

intelektual selalu lahir dari hasil kerja keras yang membutuhkan 

tenaga dan pikiran dan tidak semua orang mampu melakukannya. 

Kedua kesadaran penghargaan terhadap kekayaan intelektual dapat 

memotivasi orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Di 

sisi lain pendapat ini juga sejalan dengan globalisasi yang semakin 

ketat, baik di tingkat regional maupun internasional, yang 

membutuhkan kompetensi dan kompetisi yang semakin ketat. 
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BAB 2  

RUANG LINGKUP HKI 

MENURUT TRIPs AGREEMENT 
 

 

 

 

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.  

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi  

 

 

 

 

Pendahuluan 

Secara prinsip, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPRs) bagi setiap 

warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam konteks 

negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengakui 

dalam konstitusinya, khususnya Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) 

terhadap hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, serta 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan 

budaya, demi peningkatan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat 

manusia. Meskipun tidak secara langsung merujuk kepada 

pengembangan HKI, pasal tersebut memberikan dasar konstitusional 

bagi pengembangan sistem HKI di Indonesia. Selain itu, Pasal 28D ayat 

(1) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan hak setiap individu atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, 
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varieties), rahasia dagang (trade secret atau know-how), dan desain 

tata letak sirkuit terpadu (lay out design of integrated circuits); dan 

2. Copyrights atau hak cipta, yang memberikan perlindungan hukum 

terhadap karya-karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu 

pengetahuan, seperti film, lukisan, novel, program komputer, 

tarian, dan karya-karya terkait lainnya serta hak terkait 

(neighboring/related rights). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Pembidangan HKI 

Sumber: Ekatjahjana et al., 2021 

 

Secara historis, sebelum lahirnya Trade-Related Aspects 

Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement) pada 

praktiknya banyak negara-negara seperti Perancis, Swiss, Jerman, dan 

di Eropa lainnya telah memiliki pengaturan terkait perlindungan 

terhadap paten. Meskipun demikian, pengaturan pada masing-masing 

negara tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan dalam hal 

pengaturan jangka waktu paten. Dikarenakan adanya perbedaan 

pengaturan tersebut, kemudian menjadi dasar kebersamaan negara-

negara di Eropa untuk menggelar Konferensi Paris (Paris Conference) 

yang hasilnya dituangkan dalam Paris Convention for The Protection of 

Industrial Property di tahun 1883 (Paris Convention). Berangkat dari 

Paris Convention tersebut, ditetapkan dasar-dasar hukum 
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lemah. Salah satu instrumen penting dalam politik hukum adalah 

perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan 

bagian dari sistem hukum. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai 

peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat 

dipisahkan dari pembahasan mengenai politik hukum (Raihana et al., 

2023). 

Konsep politik hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di 

Indonesia, dapat dirangkum sebagai berikut (Irawan, 2012): 

1. Sistem hukum HKI yang dikehendaki harus berakar pada prinsip-

prinsip Pancasila (filosofis), UUD 1945 (yuridis), dan realitas sosial 

masyarakat Indonesia (sosiologis). 

2. Prioritas utama dalam pembentukan Undang-Undang HKI adalah 

kepentingan nasional, dengan tetap memperhatikan ketentuan 

TRIPs Agreement dan konvensi internasional HKI lainnya. 

3. Indonesia harus menunjukkan kedaulatan dan kesetaraannya 

dengan negara-negara lain di dunia dalam forum internasional, 

dengan responsif terhadap perkembangan internasional terkait 

pengaturan HKI, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. 

4. Harmonisasi hukum antara ketentuan TRIPs Agreement dan 

konvensi internasional HKI lainnya ke dalam Undang-Undang HKI 

harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum HKI Indonesia yang 

berakar pada Pancasila, UUD 1945, dan realitas sosial masyarakat 

Indonesia. 

5. Penguasaan cepat atas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

harus dipercepat untuk mengurangi kesenjangan dengan negara-

negara maju melalui pengaturan yang jelas dan konsisten dalam 

Undang-Undang HKI, memfasilitasi penyebaran pengetahuan dan 

teknologi dari luar negeri kepada perusahaan dan masyarakat 

lokal. 

6. Mendorong lahirnya kreativitas, penemuan, dan karya intelektual 

oleh warga Indonesia yang berkontribusi pada pembangunan 

nasional, meningkatkan daya saing internasional, dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan IPTEK 

yang merangsang produksi karya intelektual. 

7. Melindungi kepentingan nasional melalui regulasi yang cermat dan 

jelas dalam Undang-Undang HKI, mencakup kewenangan negara 
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Pengertian Hak Cipta 

Prof. St. Moh. Syah, S.H mengusulkan istilah "Hak Cipta" sebagai 

pengganti "Hak Pengarang" di Kongres Kebudayaan Bandung 1951 

(pengusul istilah Hak Cipta pertama kali). Hak Pengarang adalah 

terjemahan dari Auteursrecht dalam Bahasa Belanda, namun dianggap 

kurang merangkul konsep penciptaan secara menyeluruh (Rosidi, 

1984). Istilah Hak Pengarang dianggap terlalu sempit karena hanya 

mencakup hak-hak yang berkaitan langsung dengan penulis. 

Sebaliknya, Hak Cipta lebih inklusif karena mencakup proses 

penciptaan secara menyeluruh, seperti karangan; dan merupakan hak 

yang dapat dipindahkan atau dialihkan ini sekaligus merupakan bukti 

nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam konvensi 

Bern, batasan mengenai hak cipta tersirat dalam pasal 2, 3, 11 dan 13 

yang yang isinya diserap dalam Auteurswet 1912  dalam Pasal 2 jo 

Pasal 10. Konvensi Bern tidak merumuskannya dalam pasal tersendiri 

seperti Undang-Undang Hak Cipta atau ”Universal Copyright 

Convention” (Damian, 2009). 

Istilah "hak cipta" merupakan sebuah kata majemuk yang terdiri 

dari dua suku kata, yaitu "hak" dan "cipta". Kata "hak" 

mengindikasikan "kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang 

ditetapkan oleh undang-undang", sementara "cipta" berkaitan dengan 

kemampuan mental (pikiran) untuk menciptakan sesuatu yang baru, 
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melakukan pengumuman, berlaku selama 50 tahun sejak 

pengumuman pertama kali dilakukan. 

Selain itu, untuk karya yang diumumkan secara bertahap, masa 

perlindungan dihitung mulai dari tanggal pengumuman bagian 

terakhir. Jika karya terdiri dari dua jilid atau lebih dan diumumkan 

secara berkala dan tidak bersamaan, setiap jilid dianggap sebagai 

karya yang berbeda dengan masa perlindungan yang terpisah. 
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Latar Belakang  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Paten (UU Paten) menjelaskan definisi paten yang jelas. Menurut Pasal 

1 butir (1) UU Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

negara kepada inventor yang mengembangkan inovasi dalam bidang 

teknologi untuk mengimplementasikan invensinya sendiri atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya. Pada dasar 

ketentuan ini, paten telah didefinisikan sebagai "teknologi".  

Paten itu hanya berkaitan dengan teknologi. Teknologi yang 

dimaksud adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-

barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan 

kenyamanan mereka, seperti komputer, telepon, pesawat, dan 

sebagainya. Paten adalah cara untuk melindungi inovasi teknologi ini. 

Dalam praktiknya, hal ini dapat menunjukkan bahwa masih ada salah 

pengertian tentang kata "paten", seperti dua kasus di bawah ini. Ini 

menunjukkan bahwa penggunanya tidak tertarik untuk mempelajari 

arti kata "paten" dengan benar. 

Arti paten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) yaitu:  

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka 

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau 

memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya. 
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pemahaman yang terbatas tentang hak kekayaan intelektual dan 

pengelolaan inovasi, sangat mungkin bahwa proses transfer teknologi 

bahkan tidak akan dilakukan di beberapa unit kerja atau bagian 

universitas tertentu. 

1. Hak yang Dimiliki oleh Pemegang Paten (Inventor)  

a. Hak Prioritas: Selama pengajuan dilakukan dalam jangka waktu 

yang ditetapkan, pemohon yang berasal dari negara yang 

tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial 

Property atau Agreement Establishing the World Trade 

Organization memiliki hak untuk mengajukan permohonan 

dengan prioritas jika tanggal penerimaan di negara asal 

merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota 

salah satu dari perjanjian tersebut. 

b. Hak Eksklusif: Hanya pemegang paten yang dapat melakukan 

tindakan komersial atau memberikan hak tambahan kepada 

orang lain yang memiliki hak ini. Dengan demikian, tanpa 

persetujuan pemegang paten, orang lain tidak boleh 

menggunakan paten tersebut.  

2. Hak Pemegang Paten  

Pemberi paten memiliki hak eksklusif untuk menerapkan paten 

mereka, dan tanpa persetujuan mereka, orang lain tidak dapat 

melakukannya:  

a. Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, 

menyewa, menyerahkan pakaian, menjual, menyewakan, 

menyerahkan barang paten;  

b. Dalam hal proses paten, proses produksi yang dilindungi paten 

digunakan untuk membuat produk dan tindakan lainnya 

sebagaimana disebutkan dalam huruf A. 

3. Berdasarkan surat perjanjian lisensi, pemegang paten berhak 

memberikan lisensi kepada orang lain; 

4. Hak untuk menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri 

setempat dimiliki oleh siapapun yang dengan sengaja dan tanpa 

hak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam butir 1 

di atas;  

5. Berhak untuk menuntut orang yang tanpa hak melanggar hak 

pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan di atas. 
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Definisi Rahasia Dagang 
Manusia merupakan makhluk yang memiliki daya pikir dalam 

berkreasi, berkarya, dan menghasilkan inovasi untuk mendukung 

kehidupannya. Selaras dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup berkualitas, manusia menyadari hak atas karya yang 

ditemukan.  Berkembangnya berbagai aspek kehidupan manusia, 

dikenal dengan karya intelektual yang dihasilkan dari pikiran dan 

inovasi manusia. Hak milik atas karya intelektual ini dikenal sebagai 

hak kekayaan intelektual.  

Rahasia dagang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual 

dalam kegiatan bisnis dan perdagangan (Azmi et al., 2021, p. 259). 

Seiring dengan perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia, rahasia 

dagang menjadi bagian penting dalam perlindungan hukumnya. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa 

rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di 

bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena 

berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh 

pemilik rahasia dagang. Unsur dari definisi pada Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, 

yakni:  
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Selanjutnya merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menyatakan bahwa selain 

penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para 

pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase 

atau alternatif penyelesaian sengketa. 

Pelanggaran terhadap rahasia dagang diatur dalam Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, 

menyatakan bahwa pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila 

seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, 

mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau 

tidak tertulis untuk menjaga rahasia. Selanjutnya diatur juga dalam 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang, menyatakan bahwa seseorang dianggap melanggar rahasia 

dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia 

dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Berdasarkan hal tersebut, dalam pelanggaran rahasia dagang 

terjadi dalam beberapa situasi: 

1. pengungkapan sengaja: seseorang dengan sengaja 

mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak lain yang tidak 

berhak mengetahuinya. 

2. melanggar kesepakatan: seseorang mengingkari kesepakatan 

tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan rahasia 

dagang. 

3. melanggar kewajiban: seseorang lalai dalam menjaga kerahasiaan 

rahasia dagang, meskipun tidak ada kesepakatan tertulis atau tidak 

tertulis (Yanuarsi, 2019, p. 130). 

Pemilik Rahasia Dagang yang dirugikan akibat pelanggaran dapat 

melaporkan pelanggaran tersebut secara pidana dengan merujuk 

pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang, menyatakan bahwa: 

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia 

dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan 

delik aduan. 

Pemilik rahasia dagang dapat mengambil tindakan hukum 

terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan atau 

pelanggaran terhadap rahasia dagang. Pelaku bisnis yang ingin 

menunjukkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran 

rahasia dagang miliknya, maka perusahaan baru harus membuktikan 

bahwa(Sulistianingsih & Setiawan, 2020, pp. 96–97): 

1. Pelanggaran oleh pesaing atau kompetitor telah menyalahgunakan 

rahasia dagang miliknya.  

2. Pemilik telah mengambil semua langkah yang wajar untuk menjaga 

rahasia dagang tersebut.  

3. Ada penyalahgunaan informasi yang diperoleh dan telah 

digunakan atau diungkapkan yang melanggar praktik persaingan 

yang jujur. 
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Pendahuluan 

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah merek yang 

ditujukan untuk memberikan pembeda dari setiap produk atau jasa. 

Maka dari itu bisa dikatakan suatu merek harus mempunyai suatu 

sifat pembeda. Merek menjadi identitas suatu perusahaan. Bukan 

hanya itu, merek dapat menjadi tolak ukur kualitas dari suatu 

perusahaan. Namun pada praktiknya ternyata masih banyak yang 

penyalahgunaan merek yang telah resmi terdaftar. Penyimpangan 

tersebut menjadikan persaingan pasar yang tidak sehat yaitu 

pemakaian merek sembarangan bahkan pemalsuan  merek. 

Pesatnya teknologi dan informasi juga berdampak pada sektor 

perdagangan di Indonesia. Hal ini tercermin dari semakin ketatnya 

persaingan pasar. Tidak sedikit terdapat pelaku yang tidak 

bertanggung jawab dengan memalsukan dan membajak merek. 

Padahal pada hakikatnya seorang pengusaha yang memiliki merek 

terdaftar pastinya akan berusaha membangun perusahaan dengan 

sungguh-sungguh. Memproduksi, mengembangkan, memasarkan dan 

mempromosikan tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Tekad 

kuat menjaga kualitas dan citra positif usaha sehingga mudah diterima 

di kalangan masyarakat secara luas dan menyebar. Untuk itu, apabila 

terdapat pelaku penyimpangan merek sangat merugikan bagi 

pengusaha dan masyarakat yang sebagai konsumen (Hertati, 2018). 
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diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut 

juga disampaikan kepada pemilik merek atau kuasanya secara 

tertulis. Adapun jika permohonan perpanjangan masa 

perlindungan merek ditolak. Maka penolakan tersebut akan 

disampaikan kepada pemilik merek atau kuasanya secara tertulis 

dengan menjelaskan alasan ditolak. Pemegang dapat melakukan 

pengajuan keberatan kepada pengadilan niaga dan dapat 

mengajukan kasasi. 

 

Pengalihan dan Hak Lisensi Merek 

Hak kepemilikan merek dapat dipindahkan, baik melalui warisan, 

pemberian, wasiat, atau dengan perjanjian yang dituangkan dalam 

akta notaris atau cara lain yang diizinkan oleh hukum. Pengalihan hak 

merek bisa dilakukan kepada individu maupun badan hukum. Semua 

bentuk pengalihan ini harus didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar 

Umum Merek. Pengalihan hak memiliki keabsahan terhadap pihak 

ketiga hanya jika telah tercatat dalam Daftar Umum Merek. Menurut 

Prof. Sudargo Gautama, pencatatan dalam sistem tersebut sangat 

penting agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, 

sehingga dapat dianggap memiliki kekuatan yang bersifat zakelijk 

dalam hukum (Hidayah, 2017). 

Dalam lisensi merek terdapat kontrak lisensi merek. Pengaturan 

hukum di indonesia telah mengatur berkenaan dengan lisensi merek 

yaitu dalam UU Merek. Pada hakikatnya dalam lisensi merek memuat 

pemberian lisensi dan menetapkan hak serta kewajiban setiap para 

pihak. Pihak-pihak tersebut adalah pemberi dan penerima lisensi. 

Asas kebebasan berkontrak berlaku dalam setiap kontrak. Dalam hal 

ini isi yang termuat dalam kontrak lisensi tidak diatur secara 

komprehensif dalam undang-undang. Sehingga para pihak memiliki 

kebebasan dalam menentukan secara detail sesuai asas kebebasan 

berkontrak tersebut. Namun dalam UU Merek tetap mengatur 

terhadap batasan-batasan dalam pembuatan kontrak lisensi. 

Ketentuan lisensi merek telah diatur dalam UU Merek. Bagi 

pemegang merek memiliki kewenangan dalam memberikan hak 

lisensi kepada orang lain untuk dapat menggunakan merek tersebut. 
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Berlakunya hak lisensi merek di seluruh wilayah Indonesia, kecuali 

terdapat ketentuan perjanjian lain. Perjanjian lisensi dicatat dan 

disahkan oleh Menteri dalam Berita Resmi Merek. Pendaftaran 

perjanjian lisensi dikenakan biaya. Perjanjian lisensi yang tidak 

didaftarkan akan berakibat tidak memiliki perlindungan hukum. 

Adapun dalam perjanjian lisensi tidak diperkenankan memuat 

pembatasan yang menghambat pengembangan ekonomi dan 

teknologi di Indonesia. 
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Pendahuluan 

Kedudukan atas kekayaan intelektual terhadap proses bermasyarakat 

tergambar pada beberapa pelaku usaha yang memiliki merek hingga 

daerah yang memiliki ciri khas atas produk yang dihasilkan. 

Keberadaan hak kekayaan intelektual sebagaimana terdiri dari hak 

cipta, hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata 

letak sirkuit terpadu, varietas tanaman hingga indikasi geografis. 

Secara perlindungan hukum bahwa hak kekayaan intelektual 

dilindungi dengan norma yang terkandung dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan indikasi geografis 

dengan memberikan perlindungan kepada suatu daerah asal suatu 

barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, 

faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, 

memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 

Terdapat beberapa merek yang menunjukkan indikasi Geografis 

sebagaimana terdiri dari champagne, Havana, dan toraja. 

 

Kedudukan Indikasi Geografis  

Eksistensi atas keberadaan keberagaman dan budaya tergambar pada 

sebuah karya pikir individu dengan dituangkan dalam sebuah ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang ada salah satunya keunikan masing-
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2. Salah satu daerah yang mendapatkan sertifikasi indikasi geografis 

di Indonesia yaitu di provinsi Aceh dengan beberapa kabupaten 

yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues yang selanjutnya 

disebut dengan Tanah Gayo. Diberikannya sertifikasi ini 

dikarenakan adanya keunikan rasa dari kopi yang memiliki kriteria 

sedikit agak ringan dan asem yang mana rasa kopi ini tidak ada di 

kopi-kopi lain yang ada di Indonesia maupun kopi dari negara-

negara lain (Cadizza and Rizanizarli, 2023). 

3. Krayan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara punya beras 

unggulan. Kini beras ini sudah mengantongi sertifikat Indikasi 

Geografis (IG) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

(DJKI). Sebaagaimana Kecamatan Krayan di Kalimantan Utara 

berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga masuk dalam 

kawasan Malaysia-Indonesia (Malindo) (Beras Adan Krayan, Beras 

Unggulan dari Krayan yang Pulen dan Aromatik, no date). 

4. Kakao Berau dengan sifat fisik biji-biji kakao kering Berau memiliki 

karakter khas, yaitu aromanya khas coklat dan rasa spesifik (rasa 

kacang, buah segar, sepat dan pahit) berwarna coklat muda. 

Standar biji kakao kering merujuk pada ketentuan syarat 

umum dan syarat khusus. 

5. Batik tulis lasem, Rembang Jawa Tengah, mempunyai karakteristik 

yaitu jenis bahan kain batik tulis yang diproduksi mengacu 

berdasarkan helai benang sebagai konstruksinya yang terdapat 

pada setiap kain batik kain yang digunakan untuk dibatik berasal 

dari sutra, katun sutra, katun primis (serat halus), katun prima 

(serat kasar). 

Eksistensi dalam proses pendaftaran indikasi geografis tentu 

akan selalu mengalami perkembangan di masing-masing daerah 

sehingga adanya konsistensi dalam perlindungan terhadap indikasi 

geografis merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk 

dapat aktif dalam melakukan proses identifikasi setiap potensi 

indikasi geografis.  
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Pendahuluan 

Desain industri adalah bentuk kekayaan intelektual penting yang 

mencakup ciptaan baru dengan nilai estetika, kegunaan, dan 

kepraktisan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri (UU Desain Industri), desain ini digunakan 

dalam produksi barang, produk industri, dan kerajinan. Hak desain 

industri memberikan perlindungan eksklusif pada desainer untuk 

jangka waktu tertentu, dengan syarat kebaruan desain 

(Sulistianingsih & Satata, 2019). 

Perlindungan hak desain industri di Indonesia berlangsung 

selama 10 tahun sejak diterima. Pasca reformasi, Indonesia 

menyesuaikan hukum domestiknya dengan perjanjian Organisasi 

Perdagangan Dunia (WTO) 1994, termasuk di bidang Hukum 

Kekayaan Intelektual (HKI). Anggota WTO sejak 1995, Indonesia 

meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1994, merangsang kreativitas desainer (Mahendra Muhammad, 

2017). 

Undang-Undang WTO yang diratifikasi berdampak pada 

penerapan TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights) yang mengatur hak kekayaan intelektual di Indonesia. Tujuan 

pelaksanaan TRIPs adalah untuk menjamin perlindungan hak 
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Aturan hukum menegaskan bahwa kehidupan masyarakat, 

negara, dan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Perlindungan 

hak asasi manusia menjadi landasan untuk melindungi hak desain 

industri. Perlindungan hukum mencakup langkah-langkah preventif 

dan represif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Desain 

Industri, yang melindungi desainer dari pelanggaran dan 

menyelesaikan sengketa. Penegakan hukum terhadap hak desain 

industri memungkinkan para desainer untuk lebih kreatif dan 

produktif. Dalam regulasi desain industri, unsur kebaruan menjadi hal 

terpenting dalam pendaftaran hak, mendorong terciptanya karya 

desain industri yang inovatif. 
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Sejarah Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman 
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki 

sumberdaya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan 

sebagai negara yang memiliki “mega-biodiversity” Keanekaragaman 

hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa 

Indonesia, yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat 

dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat 

penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian 

pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Dalam 

masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya 

globalisasi di segala bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi 

kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan 

perekonomian internasional akan semakin erat. 

Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang 

pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara 

kompetitif, sebaiknya juga membuka peluang masuknya -produk-

produk global ke dalam pasar domestik. Dinamika perekonomian 

nasional dan perekonomian global harus selalu menjadi 

pertimbangan penting. Situasi perkembangan perekonomian global 

akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian 
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2. Pasal 72 

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 23, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda 

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

3. Pasal 73 

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

4. Pasal 74 

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana penjara 

paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

5. Pasal 75 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah tindak pidana 

kejahatan. 

Hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak 

perlindungan varietas tanaman yaitu: 

1. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, 

sepanjang tidak untuk tujuan komersial; 

2. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, 

pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru; 

3. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam 

rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan 

memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT. 

Dengan demikian, ketentuan pidana dalam UU PVT bertujuan 

untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi pemegang 

hak PVT, sekaligus mengatur batasan-batasan yang tidak dianggap 

sebagai pelanggaran guna mendukung penelitian dan kebijakan 

pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan dan kesehatan 

masyarakat. 
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Eksisting Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan 

Ekspresi Budaya Tradisional   

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari keanekaragaman 

suku, bangsa, adat, kepercayaan, cerita sejarah, serta keindahan 

bentang alam. Hal ini menjadi potensi Indonesia sebagai negara yang 

kaya akan budaya tradisional. Budaya tradisional adalah identitas dan 

jati diri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi 

demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Sardjono, 2010).  

Salah satu bentuk karya intelektual budaya tradisional yang harus 

dilindungi adalah Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 

Tradisional yang merujuk kepada hasil kreativitas intelektual suatu 

kelompok masyarakat tradisional yang memiliki potensi nilai 

komersial dan dapat diperdagangkan (DJKI Kemenkumham RI, 2019; 

Sardjono, 2010). 
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Pasal 53 UU No. 5/ 2017 mengatur tentang Larangan, bahwa 

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, 

merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya 

sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan”. Selanjutnya Pasal 54 

mengatur “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan 

Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya”. 

Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan 

Pasal 58 UU No. 5/ 2017 sebagai berikut: 

1. Pasal 55 

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, 

merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat 

dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

2. Pasal 56 

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000 

.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

3. Pasal 57 ayat (1) 

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain 

pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang 

dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan 

pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 dan Pasal 56.  

4. Pasal 57 ayat (2)  

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan 

izin usaha; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 

pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan 

pengurus; dan/ atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk 

mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. 
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5. Pasal 58  

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, 

dan Pasal 57 adalah kejahatan. 

Perlindungan EBT dalam UU No. 5/2017 merupakan bentuk 

perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan 

preventif meliputi inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, 

penyelamatan, publikasi dan pengembangan EBT yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan 

represif adalah ketentuan pidana yang bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa kebudayaan. 
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Perkembangan Industri Kreatif Musik dan Lagu di 

Indonesia 

Indonesia adalah negara yang kaya akan kesenian dengan warisan 

budaya yang sangat beragam. Hal ini terlihat dari keragaman etnis dan 

budaya yang ada, dimana setiap suku bangsa memiliki seni dan 

kesenian tradisional sendiri, mulai dari tarian, musik, seni 

pertunjukan, hingga seni kerajinan. Selain itu Indonesia juga terkenal 

dengan seni pertunjukan tradisional dan musik tradisional, seni rupa 

dan arsitektur, seni kerajinan tangan dan kontemporer (Made Antara 

dan Made Vairagya Yogantari, 2018). 

Pada mulanya, musik dan lagu tersebut hanya dianggap sebagai 

bentuk ekspresi seni dan kreativitas semata. Namun, seiring 

berjalannya waktu dan perubahan dalam dinamika sosial dan 

teknologi, musik dan lagu telah berevolusi menjadi industri yang 

besar dan beragam (Gerry Wahyu Dewantara, 2019). Industri ini tidak 

hanya mencakup pencipta dan penampil musik, tetapi juga melibatkan 

berbagai pelaku seperti label rekaman, promotor konser, layanan 
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ciptakan dihargai dan dihormati oleh masyarakat luas. Melalui 

perlindungan hak cipta yang kuat, kita dapat memastikan bahwa 

musik dan lagu terus berkembang dan menginspirasi generasi yang 

akan datang. 

 

3. Pengelolaan Hak Cipta dalam Industri Musik 

Pengelolaan hak cipta dalam industri musik merupakan aspek 

penting untuk memastikan bahwa pencipta lagu dan musisi 

mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang pantas atas karya-

karya mereka. Hal ini merupakan aspek yang krusial untuk 

memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri. 

Pengelolaan hak cipta dalam industri musik, dapat melibatkan 

beberapa aspek, diantaranya pendaftaran hak cipta, lisensi, royalti, 

dan perlindungan hukum. 

Selain itu, pengelolaan hak cipta juga melibatkan pendidikan 

dan advokasi. Lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan hak 

cipta senantiasa berupaya meningkatkan kesadaran tentang 

pentingnya hak cipta, memberikan edukasi kepada pencipta, 

pemilik hak cipta, dan publik tentang hak dan kewajiban yang 

terkait dengan hak cipta. Ini membantu mengurangi terjadinya 

pelanggaran hak cipta dan meningkatkan penghargaan terhadap 

karya kreatif. Di Indonesia sendiri peran ini terutama dikelola oleh 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di 

bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. DJKI 

bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola hak cipta, 

paten, merek, dan hak kekayaan intelektual lainnya di Indonesia. 

Di era digital saat ini, pengelolaan hak cipta juga melibatkan 

penyesuaian dengan teknologi dan platform digital. Organisasi hak 

cipta bekerja sama dengan penyedia layanan streaming dan 

distribusi digital untuk menegosiasikan lisensi dan memastikan 

bahwa hak cipta dilindungi dalam ekosistem digital yang kompleks. 

Oleh karena itu pengelolaan hak cipta adalah pilar yang 

mendukung ekosistem musik yang sehat dan berkelanjutan, 

sehingga industri musik dapat terus berkembang, mendorong 

kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi, sambil 

memastikan bahwa karya-karya kreatif dihargai dan dilindungi 

dengan tepat. 
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Pendahuluan  

Pertumbuhan akan kebutuhan penggunaan teknologi informasi 

semakin menunjukkan eksistensi sehingga mempercepat 

perkembangan teknologi.  Perkembangan teknologi mendorong 

penyesuaian aturan yang mengatur dan mempengaruhi perubahan 

regulasi. Norma hukum yang tegas dapat bekerja sebagai batasan 

untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atas 

perubahan perilaku atas akibat perkembangan teknologi informasi 

yang semakin pesat, hukum dapat mengantarkan masyarakat untuk 

menyesuaikan dengan perubahan yang ada tetapi tetap berada dalam 

pengawasan dan koridor yang membatasi serta tetap berperan 

sebagai pedoman bagi masyarakat. 

Perkembangan teknologi disertai dukungan digitalisasi, dan 

menghasilkan beberapa teknologi informasi yang sarat teknologi 

seperti rekayasa perangkat lunak, Artificial Intelligence (AI), produk 

produk komputasi serta adanya internet yang mendukung revolusi 

industri 5.0. Hal demikian tentu mendorong masyarakat untuk terus 
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paten dan paten sederhana merupakan produk yang membantu 

mempermudah aktivitas manusia serta mempunyai daya jual yang 

tinggi. Wujud dari perlindungan hukum preventif paten yaitu diatur 

dalam UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten, diatur bahwa inventor 

wajib untuk mendaftarkan paten yang dihasilkan, hak atas paten 

mendapat perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan 

pendaftaran paten. Kemudian untuk mendapatkan perlindungan 

hukum represif yaitu seperti adanya tindakan serta pemulihan atas 

hak paten dan lisensi. Pelanggaran akan hak paten akan memberikan 

kerugian bagi pemegang hak paten maupun negara, karena paten 

merupakan produk dan invensi syarat kebaruan dan tidak mudah 

untuk menghasilkan sebuah produk yang sarat teknologi dan 

bermanfaat untuk masyarakat luas. Pelanggaran hak paten akan 

dikenai sanksi pidana seperti halnya setelah adanya gugatan 

pemegang paten ke pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 161 sampai 

164 UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu berupa ganti rugi dan 

tuntutan pidana baik penjara maupun denda. 
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Pendahuluan 
Berdasarkan hasil survei, industri ekonomi kreatif Indonesia saat ini 

menempati urutan ketiga terbesar di dunia, di mana urutan pertama 

diduduki oleh Amerika yang disusun pada urutan kedua yaitu Korea 

Selatan (Ari Binsar, 2023). Meskipun menempati urutan ketiga 

industri kreatif akan selalu memunculkan ide-ide yang baru. Ide-ide 

yang baru tersebut tentu saja menjadi sumber pendapatan, 

meningkatkan penghasilan dan yang terpenting adalah menguatkan 

perekonomian nasional. 

Kreatifitas manusia dalam menciptakan produk maupun 

mengembangkan suatu produk saat ini semakin pesat, hal ini tentu 

saja memberikan dampak positif dari berbagai aspek terutama dalam 

bidang ekonomi maupun hukum. Dalam hal perlindungan terhadap 

karya cipta seseorang sudah diatur baik secara nasional maupun 

internasional. Saat ini Negara Indonesia telah meratifikasi Trips 

(Trade Related aspect Intellectual Property) yang mana dituangkan 

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, seperti diketahui Trips 

adalah perjanjian Internasional yang paling komprehensif di bidang 
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3. Kurangnya Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung 

Implementasi terkait HKI sebagai objek jaminan utang 

berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022 masih memiliki beberapa 

kendala, selain itu regulasi tersebut belum cukup untuk mencakup 

menjadi pedoman Lembaga keuangan dalam mempraktekkan 

proses KI sebagai objek jaminan utang. 

Regulasi yang ada dalam PP No. 24 Tahun 2022 dan aturan 

teknis dalam mendukung belum lengkap dan siap selain itu masih 

perlu disempurnakan sehingga dapat terciptanya kepastian hukum 

yang cukup baik dan tentu saja dapat mempermudah pelaku 

ekonomi kreatif dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang 

mendukung usahanya. Untuk mewujudkan HKI seperti berupa lagu 

dan konten yang berada di youtube, menjadi jaminan utang pada 

lembaga keuangan baik bank maupun non bank tentu saja harus 

dipersiapkan dengan jumlah peraturan yang jelas dan beberapa 

teknis yang mendukung (Waisnawa & Laksana, 2023). Tidak dapat 

dipungkiri HKI yang tidak berwujud secara fisik akan menjadi 

sebuah risiko untuk lembaga keuangan apabila suatu saat terjadi 

wanprestasi. 

Penggunaan HKI sebagai Ketika akan dijadikan jaminan utang 

oleh para pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pinjaman di 

lembaga keuangan memerlukan regulasi pendukung atau regulasi 

tambahan. Adapun regulasi pendukung tersebut adalah 

pengaturan secara teknis yang lebih rinci terkait standarisasi cara 

penghitungan nilai KI sehingga setara dengan pinjaman yang akan 

diberikan dan cara menilai kelayakan calon peminjam atau credit 

scoring. Aturan lebih rinci diperlukan lembaga keuangan untuk 

memitigasi risiko yang suatu saat akan timbul dari objek 

penjaminan HKI yang mana sifatnya tidak berwujud secara fisik 

layaknya objek jaminan pada umumnya. Dengan demikian ide baru 

terkait HKI sebagai jaminan utang pada Lembaga keuangan dapat 

dinikmati secara lebih luas bagi para pelaku ekonomi kreatif agar 

dapat memperluas inklusi keuangan. Disisi lain, yang dirasa   cukup 

penting selain adanya suatu aturan terkait pengembangan serta 

penerapan skema pinjaman berbasis HKI yaitu cara pemasaran 

dari produk ekonomi kreatif berbasis HKI ini, hal tersebut tentu 
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saja dapat mensponsori dari produk usaha yang akan dipasarkan 

dengan pemberian stimulus untuk pengembangan industri kreatif 

di Indonesia (Williem Karlosa Reskin & Wirdyaningsih, 2022). 

 

Kesimpulan 

Hak Kekayaan Intelektual yang saat ini semakin berkembang baik di 

Indonesia maupun negara lain merupakan aset yang memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi, sehingga memiliki prospek yang baik dan dapat 

dijadikan sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan baik 

lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. 

pemerintah telah memiliki regulasi untuk terselenggaranya kekayaan 

intelektual sebagai jaminan utang. 

Meskipun prospek HKI sebagai jaminan utang tersebut baik, 

namun terdapat beberapa permasalahan yang dapat terjadi ketika 

dalam pelaksanaannya, seperti penilaian kekayaan intelektual yang 

kompleks yang membutuhkan ahli dibidangnya, ketidakpastian dalam 

pelaksanaan eksekusi jaminan sampai dengan kurangnya regulasi 

secara teknis dalam menjalankan Kekayaan Intelektual sebagai 

jaminan utang. 

 

 

 

************* 
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